


,1974 tentang Perkawman Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 1977 :
- tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

'jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Undang-undang
- Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (yang
- selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 13" Tahun 2008
_tentang Penyelenggaraan Ibdah haji yang: diundangkan pada tanggal 28

April 2008 dan dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2008 Nomor 60), Undang-undang- Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan -Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
- tentang Wakaf, ditambah dengan berbagai peraturan pelaksanaannya baik
. - Peraturan  Pemerintah (PP), Inpres maupun Keputusan Menteri.
Sebagalmana dikemukakan di atas, hal tersebut terjadi  dikarenakan
persoalan-persoalan tersebut menyangkut kepentmgan umum. Apabila
suatu aktivitas yang dilakukan oleh warga negara dan di dalamnya
_ berkaitan dengan kepentmgan umum, maka pemerintah berkewajiban
mengaturnya dalam bentuk regulasi dan perundang-undangan

" Ditetapkannya Undang—undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159) adalah merupakan
kenyataan dari tuntutan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan
bergulirnya ide wakaf tunai dan bahkan banyak yang telah melaksanakan
kegiatan wakaf tersebut seperti Dompet Duafa Republika, Pos Keadilan
Peduli Umat, Dana Firdaus Mathla’ul ‘Anwar -dan lembaga-lembaga
lainnya. Ma]ehs Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para
ulama, g#'ama-dan cendekiawan muslim, ‘yang beroreintasikan istijabiyah,
senantiasa ia memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap
_permasalahan yang timbul dan dihadapi maéyarakat baik diminta maupun
tidak. Ma]chs Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang
bolehnya: (hukum jawag) wakaf vangyang dikeluarkan pada tanggal 28
SHafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Hal itu sebagai respon terhadap surat
Direktur Pengembangan Zakat dan’ Wakaf Departemen Agama R.L
“"Nomor : Dt.I.III/5/BA.03. 2/2772/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang
permohonan fatwa wakaf uang. Fatwa'ini merupakan langkah progresif
karena dalam figh klasik bcnda/ harta Wakaf (mauquﬁ dalam bentuk vang
masih kontroversial.

Dalam Musyawarah Nasional ke VII (MUNAS VII) Ma)ehs Ulama
Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19-22 Jumadil-Akhir 1426
H/26-29 Juli 2005 di Jakarta, telah mengeluarkan fatwa dengan Nomor :
1/MUNAS" VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan . Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), di mana HKI meliputi Hak Perlindungan Varietas
Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata

- Letak Terpadu, Hak Paten, Hak atas Merek dan Hak Cipta. Dalam fatwar
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tersebut - dinyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelekrual (HKI) dapat. S

- dijadikan sebagai obyek akad dan dapat pula diwakafkan dalamarti '
dijadikan sebagai harta benda wakaf (mangs)), serta diwariskan.!” *

Bila dicermad secara seksama -materi perundang-undangan
perwakafan di Indonesia, baik PP 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum . "
Islam; maupun Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 yang:terdiri atas =+ .~

11:'bab dan 71 pasal, sebagian besar -bahkan: hampir- seluruhnya

 merupakan  hasil transformasi dari figh -wakaf. Namun apabila
. dihadapkan dengan figh wakaf konvensional; maka akan- didapati adanya‘ e

pasal-pasal yang kontroversial, seperti benda/] harta wakaf (mangu), nagir,”-
terutama dalam hal manajemennya. Dalam kitab-kitab - figh. didapad

bahwa ”muquf haruslah benda yang tidak bergerak (al- a%”f), sedangkan"r;v
~dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 secara G
" tegas. disebutkan bahwa harta/benda Wakaf terdm atas benda tldakf‘_. .

. ‘bergerak: dan benda bergerak. N
‘Tulisan ini dititkberatkan kepada perkernbangan permklran Wakaf

: dalam peraturan perundang-undangan perwakafan div Indonesm danzg‘.-.‘ : o
" implikasinya - terthadap pencapaian tujuan syara’- (magashid- asy- glan ab);

Dalam perundang undangan tersebut memuat bebarapa teori figh wakaf

baik dari sisi pensttlahan maupun substansi materinya. Oleh karena itu, . “ o
v/‘penehn'an ini .  mengarahkan perhatiannya kepada segi dinamika
L perkembangan_»ﬁqh wakaf dalam undang-undang tersebut. Di' samping

itu, tulisan ini )uga akan melihat sisi substansi materi- wakaf itu sendid

_terutama mengenai = benda wakaf (mauguf), sasaran wakaf (maqur Sali b),‘..v s
o . rnana]ernen pengelolaan wakaf serta pengadrmmstraslannya :

| Perwakafan Sebelum Indonesia Merdeka

Menurut Atmadja, dalam penehtmnnya _yang ber]udul"“ ) 2

Mobammedaam:be Vrome Stz[btmgen mengungkapkan bahwa pada tahun
1922 wakaf telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh wilayah nusantara, -
- se]ak mulai Aceh, Gayo, Tapanuh Jambi, Palembang, Bengkulu Banten,
~ Jawa Tengah ]awa Timur, Minahasa, Gorontalo, -sampai dengan

Lombok Adapun .nama benda-benda yang dlwakafkan antara satu - o

daerah dengan daerah lain berbeda-beda namanya, di Aceh d15ebut "

: ',".,,_-VIW/a,éeub di - Gayo disebut Wokos, di Payakumbuh d.lsebut Ibab Benda P

7 yang dlwakafkanpun berbeda-beda, ada benda tidak bergerak seperti . :

- sawah, tanah kering, mesjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa .

e dan ada pula benda bergerak seperti al-Qur’an, sajadah dan batu bata? - S
5 .’j.Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rachmat Djatnika bahwa pada.. -

T ‘abad ke XV wakaf tanah telah dilaksanakan di Jawa Timur, seperti Wakaf e

rnes]ld Rahmat dengan pesantren Ampel Denta d1 Surabaya
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o daerah Mmagkabau ada Pusaka T1ngg1 dan Pusaka Rendah yaitu suatu :

: pusaka yang dikuasai oleh suatu kaum'dan- diatur oleh Penghulu. adat:; RN

~ seperti rumah. gadang Sedang - pusaka rendah yaitu suatu pusaka yang"

i o ',_dlkuasal dan diatur oleh Mamak Kepala Waris. *

L - Selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, dldapau pula
" di Indonesia’ ‘perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti di-di Bali

- . terdapat semacam tanah wakaf sebaga1 tempat_upacara keagamaan dan

" barang-barang lain yang blasanya di atas tanah tersebut didirikan pura.
Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan tanah Pareman yaitu- tanah
negara yang. dibebaskan dari pajak “Lﬂndrente” yang diserahkan kepada
desa-desa, subak, ' juga - kepada’ -candi -’ untuk kepentmgan bersama.’
Begitupula . halnya dengan. .daerah - ‘kekuasaan ‘raja di Jawa, didapati
* beberapa desa yang memiliki semacam tanah wakaf, seperti Desa Perdikan
(diberi kemerdekaan, dari kekuasaan- ra)a) ‘Desa ‘Peknncen (orang-orang.
yang membawa kunci sebagai tempat penjaga 'makam ‘raja),” Desa pesantren
(desa tempat. pend1d1kan Islam), dan Desa keputihan (tempat orang-orang
- sakti yang menjaga’ keselamatan raja)., Desa-desa. tersebut. semula milik
- raja yang. di-gadubkan (dlpmjamkan) kepada seseorang - -bersama-
keluarganya sebagai hadiah ‘atau gaji dan dibebaskan dari pa)ak tetapi
. akhlmya tanah:tersebut berubah men]adl bentuk semacam wakaf. °
Menurut Dawam Rahar]o kelembagaan serupa wakaf telah eksis
sebelum Islam- tersebar di Nusantara. Akan tetapi mulai’ menon)ol pada
abad ' ke-19 .M, yang'ditandai.‘oleh -pétkembangan madrasah . dan
‘pesantren, khususnya di - Sumatera ‘dan’-di- Jawa.- Bahkan, seiring
perubahan zaman, angka perrumbuhan madrasah dan pesantren semakin
tingg, realitas tersebut merupakan pertanda bahwa ﬁlantropl Islam telah
lama dipraktikkan di Indonesia.” B
Pada masa kolonial Belanda 1nst1tu51 Wakaf telah dlatur oleh
‘ pemenntah Hindia Belanda Mereka rnenganggap petlu untuk’ mengatur

pranata perwakaf'm mesklpun peraturan tersebut belum: menyentuh

- kepada esensi wakaf, karena regula51 dan arturan yang mereka keluarkan
sebatas yang berkaitan - dengan tata letak pertanahan Hal tersebut
didasarkan dengan’ banyaknya peraturan yang dlkeluarkan yang rnengatur
tentang perwakafan, dlantamnya
1. Surat Edaran Sekretaris Govememen tanggal 31 ]anuan 1905 No
=‘435 yang dimuat dalam B1)blad 1905 No. 435, sebagalmana termuat
dalam B1]blad 1905 Nomor~ 6196, tentang Toezicht 9p den Bouw van
"Mobammedaamrbe bedebuz:{en Mesklpun dalam edaran ini tidak. secara
. eksplisit dan khusus mengatur tentang. wakaf, - tetapi pemenntah
‘*" Belanda ‘sama sekah tidak bermaksud mengahalang-halangl perbuatan
4 wakaf yang dxlakukan " oleh masyarakat ‘muslim _ Indonesia.
.Pp_mbatasan “baru’ dllakukan ‘pemerintah - apabila’ rnenyangkut ‘
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4 Surat Edaran Sekretans Governemen tanggal 27 Mel 1935 No :
e ' 1273/A yang-dimuat dalam Bijblad “Tahun 1935 No. 13480; tentang -
“"‘“'i"‘TOE.‘{Zt'/J iwan de regeeng ‘op  Mobammedaansche " bedehuizen, wydagdze:ten en .
E "f"wa,éap: Edaran i ini pada dasarnya memperkuat edaran sebelumnya di
‘" _mana dalam surat edaran ini- diberikan beberapa penegasan tentang

. prosedur perwakapan, Di samping itu untuk mewakafkan sesuatu

©“"harta tetap harus diberitahukan kepada Bupau dengan maksud supaya
" Bupati mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf itu'dalam
‘" daftar yang disediakan untuk’ 1tu dan menehu ap'ikah ada peramran ‘

©umum atau peraturan setempat yang dﬂanggar dalam pelaksanaan
‘ .maksud 1tu

Apabila d1cermat1 dari keempat surat edaran yang dlkeluarkan
oleh’pemerintah Hindia Belanda di atas, maka akan diperoleh pengertiar,
bahwa surat edaran tersebut mengandung ketentuan-ketentuan ‘sebagai
berikut. - Pertama, pemenntah Belanda™ menghendalu adanya tertib
administrasi- perwakafan  dengan mengetahm seluruh  hal- hal yang
berhubungan ~dengan tanah ' wakaf - yang " ada, yang pada tataran
: pelaksanaannya dibebankan kepada bupati. Kedua, - perwakafan harus
. mendapat izin dari bupati. Di- mana“dalam’ surat edaran sebelumnya
bupati ‘hanya' berkewajiban’ mendaftar- dan mendata tanah- tanah" wakaf
‘dengan ‘ berbagai - fungsinya.- Sedangkan “dalam edaran yang - kedua,

_pemerintah - Belanda * sudah mulai* jkut' campur terhadap praktek
‘perwakafan; yaitu dengan dlharuskannya memperoleh izin bupati apabila
hendak berwakaf, dengan kata lain- wakaf tidak'dapat dilakukan tanpa
. -memperoleh izin dari- bupat. Ketzga bupau harus tarut campur menjadi
mediator- apabﬂa terjadi - sengketa perwakafan termasuk dalam
pelaksanaan salat jumat, jika diminta- oleh pihak-pihak’ yang bersengketa

Akan tetapi, mcsklpun ‘bupati hanya bcr.tmdak scbagax mediator dan .

fisilitator ‘dalampenyelesaian sengketa tersebut, namun ia berkewa]lban
. untuk mengamankan keuputusan yang telah thetapkan apabila salah satu
pihak tidak - menaatinya.” Keempat, dengan memperhatikan - ’keharusan
adanya-.izin’ bupati - dalam  masalah’ perwakafan, menandakan bahwa
- pemerintah Hindia Belanda dianggap" turut campur terlalu jauh dalam
pelaksanaan perwakafan;, padahal perwakafan dalam pandangan dan
keyakman umat Islam termasuk ke dalam’ kelompok ibadah (menjalankan
syari’at agamanya). .Oleh " karena itu, dalam “surat edaran berikutnya
dinyatakan bahwa perwakafan tidak dlsyaratkan adanya izin dari bupat,
- tetapi- cukup dengan’ hanya memberltahukan kepada bupat1 mengena1
perwakafan yang dﬂaksanakan S :
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*‘dengan peramran peramran yang tercantum dalam undang undang ini
.dan ‘dengan peraturan perundangan lainya, - segala “sesuatu dengan
mcngmdahkan ‘unsur-unsur.. yang - berdasar - pada . “hukom- agama:

; ;Sedangkan pasal 14 ayat (1) meny'lt'lkan Dengan: mengingat ketentuan-
- ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal
~10-ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia,

‘membuat suatu frencana umum mengenai persedlaan peruntukan dan
. penggunaan: bumi, air dan ruang angkasa- serta’ kekayaan alam' yang
- terkandung di dalamnya. a) Untuk keperluan Negara. b) Untuk keperluan

penbadatan dan keperluan keperluan' suci 1amnya sesuai dcngan dasar

Ketuhanan Yang Maha Esa. ) Untuk- keperluan pusat-pusat kehidupan -
' mqsyarakat sosial kebudayaan - dan lain-lain" kesejahteraan. d) Untuk -
keperluan memperkembangkan ' produksi- pertaman peternakan dan’
- perikanan  serta  sejalan. dengan dtue ) Untuk  keperluan
memperkembangkan industd, transmigrasi dan pertambangan.

~ Adapun mengenai wakaf, secara eksplisit dan tegas disebutkan
pada Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, pasal 49
menyatakan bahwa; (1) Hak milik tanah- badan- badan keagamaan dan
sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan -
sosial, diakui' dan d1hndung1 Badan-badan tersebut dijamin pula akan
memperoleh tanah yang cukup untuk:bangunan dan usahanya dalam
bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan ‘peribadatan dan
keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14-dapat diberikan
tanah .yang dikuasai langsung oleh. negara. dengan hak ‘pakai. (3)
Perwakafan - tanah . milik - dxhndungl dan  diatur dengan ‘Peraturan
Pemerintah. - Penjelasan pasal - tersebut menyatakan - untuk
menghilangkan keragu-raguan. dan kesangsian maka pasal ini membeti
ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan
keperluan-keperluan suci lamnya dalam hukum agrana yang- ‘baru akan"
mendapat perhatian sebagaimana mestinya. . '

Melihat dari ketiga pasal di atas, terutama pasal 5 terhhat bathiwa®

hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia yaltu hukum
Indonesia asli yang tidak tertuhs dalam bentuk perundang-undangan
‘Republik Indonesia yang di- sana-sini mengandung unsur agama y'mg
telah diresipien dalam lembaga hukum adat khususnya lembaga wakaf."”

" Dalam pasal 14 terkandung makna penekanan pada pemerintah
pusat dan ‘daerah untuk - membuat skala prioritas, - penyediaan,
peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk
peraturan. yang “dibuat. oleh - pemerintah  pusat ‘maupun  pemetintah
daerah."* " Sedmgkan dalam pasal 49 -dapat disimpulkan bahwa
dalam rangka menertibkan . dan = melindungi . tanah-tanah' - wakaf,
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pemerintah harus memberikan pengaturannya yang tertuang dalam L
bentuk suatu peraturan pemerintah. ' ‘

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

. Setelah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, amanat pasal 49 aYat ', .
3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menugaskan kepada L

pemerintah agar mengatur perwakafan dalam ' sebuah Peraturan-

Pemerintah, maka kemudian pemerintahpun berupaya mewujudkan.

- amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor -
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dlundangkan pada .

tanggal 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Nomor 38 - »

‘Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107). ‘Hal. ini

o _-,'dlmaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastlan hukum tentang - :

tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan_tujuan :

‘wakaf itu, Sebagaimana yang diungkapkan dalam konsideran PP tersebut .. E
. yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada: " -
. sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum -
memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka 7 -
kemungkman timbulnya hal-hal yang tidak dnngmkan disebabkan tidak

adanya data-data’ yang nyata dan lengkap mengenai tanah- tanah yang

. diwakafkan. - o
B Secara implisit, konsideran di atas memberikan pengernan bahwa

bahyaknya tanah wakaf yang berubah menjadi tanah milik  pribadi; -

banyaknya tanah wakaf yang bernilai secara ekonomi, ditukar dengan .-

tanah-tanah yang kurang bernilai secara ekonomi; dan adanya keluarga '
nazir yang menyalahgunakan tanah wakaf, seperti tanah wakaf diubah
menjadi tempat tinggal yang tidak mermhkl hubungan fungsmnal dengan
kegiatan dari benda yang diwakafkan.” Salah satu wakaf yang perlu.

mendapat perhatian di Banten yaitu tanah wakaf mesjid agung Ats- " =~ ". -
Tsaurah Kabupaten Serang, di atas tanah wakaf tersebut - berdiri ramah- o

rumah penduduk yang bersifat permanen, sehingga ketika nazir ingin
menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan tujuan-
wakaf, baik untuk kegiatan yang bersifat produktf maupun untuk

pengembangan sarana mesjid sampai sekarang masih menemui kendala: .

dan thengalami kesulitan."
PP Nomor 28 tahun 1977 terdini atas 7 bab, 18. pasal yang
meliputi ketentuan umum, yang di dalamnya memuat pengertian wakaf,

©vakif, ikrar, dan nazir, fungsi wakaf yang memuat tentang unsur dan”

-syarat-syarat wakaf serta syarat-syarat nazir, kewajiban dan hak-hak nazir,

termasuk hak untuk mendapatkan penghasilan dan fasilitas dari hasil e

'ker]anya tatacara mewakafkan dan pendaftarannya, tatacara perwakafan .

tanah milik, serta pendaftaran wakaf tanah milik. Perubahan,
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' ”7vvpenyelesa1an perseh51han dan pengawasan perwakafan tanah rmhk

B - perubahan perwakafan tanah milik, penyelesalan perselisibian perwakafan "

" tanah milik, pengawasan perwakafan tanah milik. Ketentuan pldana dan:
"ketcntuan peralihan, serta ketentuan penutup. -

Sesuai dengan nomenklatut . dari PP Nomor 28 Tahun 1977
~ tentang Perwakafan Tanah Milik, maka matennyapun baru sebatas kepada
_ perwakafan tanah milik atau benda’ tak bergerak (al-‘agqar) saja dan
“belum menyentuh kepada harta benda lainnya terutama harta benda yang
bergerak (a/-mangiil). Hal ini dapat dimaklumi mengingat Peraturan
Pemerintah tersebut merupakan amanat atau pen)abaran dan pen)elasan

~ : .dari- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

- Pokok-pokok Agraria. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) PP |
- tersebut sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
badan hukum yang memisahkan’sebagian dari harta kekayaannya yang
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
Lepennngan peribadatan “atau keperluan umum lamnya sesual dengan
ajaran agama Islam. o

‘Dengan berlakuriya Peraturan Pcmenntah ‘Nomor 28 Tahun
1977, maka semua peraturan dan  ketentuan-ketentuan tentang
* perwakafan. tanah milik sebagaimana tercantum- dalam bijblad-bijblad.
Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390
Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan
pelaksanaannya sepanjang bertentangan dengan ketentuan ketentuan
dalam' Peraturan pemenntah ini dinyatakan tidak betlaku lagi (pasal 17
ayat (1) Ketentuan Peralihan PP Nomor 28 Tahun 1977). Sedangkan hal-
hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan’ pemermtah ini diatur lebih
lanjut oleh menteri Agarna dan Menten Dalam Negen sesuai dengan
bidangnya rnasmg—rnasmg (pasal 17 ayat 2). -

Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Departemen Agama dan
Departemen Dalam Negeri serta instansi terkmt lainnya, telah mengambil
larigkah-langkah berkenaan dengan. pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 sebagaimana yang charnanatkan oleh PP tersebut '
di antaranya adalah sebagal berikut:

1. /Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 6 tahun 1977 tanggal 26'

' Nopember 1977 tentang Tata. Cara Pendaftaran Tanah mengena1
- perwakafan. tanah milik. ’
~ 2. Peraturan ‘Menterd Agama Nomor: 1 tahun 1978 tentang Peraturan
" Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 1977 tentang
perwakafan tanah ‘milik. e
3. Instruksi bersama antara Menteri Agama RI dan Menten Dalam
: "’Negen RI notnor 1 Tahun 1978/nomor 1 Tahun 1978 tentang
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_-mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama;if.‘ 2

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentangﬂ,
Perwakafan Tanah Milik. ' i :
Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelega51an .

Wewenang kepada Kepala Kantor Wllayah Departemen - Agama; - s L
- Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ., untuk oo
mengangkat/memberhentikan setiap Kepala ' KUA Kecamatan'k- ST

sebagai PPAIW.

Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petun)uk..b:‘z"
. ‘Pelaksanaan ~ Menteri Agama No. 73 tahun - 1978 . tentang = "¢
" Pendelegasian Wewenang kepada Kepala - Kantor . Wilayah

Departemen Agama Propinsi/ seungkat di seluruh Indonesia untuk

Kecamatan sebagai PPATW. B
Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1987 tentang Blmbmgan Dan,“

" Pembinaan Kepala Badan Hukum Keagamaan Sebagal Nad21r Dan’,i S

- Badan Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah. .

o Keputusan Menteri Agama Nomor 326 *tahun 1989 tentang.;,:'”‘i
Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban. Tanah Wakaf seluruh‘_.‘v'-'

Indonesia ngkat Pusat. : S
Instruksi Menteri Agama No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatanv

.- Akta Tkrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf. -

0.

Keputusan Menteri Agama No. 126 tahun 1990 tentang‘:l"",»‘
'Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri' Agama No. 326 tahun S
1989 tentang Pembentukan Tim KoordlnaSI Penertlban Tanah, S

Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

Keputusan Menteri Agama No 196 tahun 1991 ° tentang<ii
' penyempurnaan Lampiran Kepurusan Menteri Agama No: 126 tahun'* .~ -

1990 tentang susunan personalia tim koordlna51 peneruban tanahf
- " wakaf selutuh Indonesia tingkat pusat. P

BRI tE
12.

S K

g

Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 4 tahun 1990/No. 24 tahun 1990 tentang Seruﬁkasrv'_‘,kf'” A

Tanah Wakaf,

Keputusan Dirjen: Bimas Islam dan Urusan Ha}l No. 15 tahun 1990 :
tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan
" Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik. " Sl

Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/S/Ed/07/1981 S
*. " tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik. : R
Surat Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/S/Ed/II/l981.f RERI
" tentang Petun]uk Peng151an Nomor pada Formulir Perwakafan‘ ’

' ‘Tanah Milik.

15

Surat - Dirfjen - “Bimas Islam dan  Urusan  Haji . No.
< DII/55/1/KU.03.2/363/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah,
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: f,‘}A.kta Tkrar :Wakaf dan sebagamﬁ dengah larﬁpﬁaﬁ ‘rekAma{tl>'.Surat‘~ -
. Direktur Jenderal Pajak No. 5-40 1/Pj.3/1986 tentang Bea Materal :
=+ Akta Nikah, Akta Tkrar Wakaf dan sebagainmya.
16

Surat Edaran - Ditjen - Bimas " Islam dan Urusan Ha)l No

e DII/S/HK/OO7/901/1989 , tentang : Petun]uk " Perubahan

SR b2

-Status/Tukar menukar Tanah Wakaf. -

Surat Edaran - Dirjen - Bimas " Islam dan Urusan Ha]l No.

. D/Ed/BA.03.2/1990 tentang  Petunjuk Tekhnis Instruk51 ‘Menteri

19.

Agama No 15 tahun-1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan.

.-~ Pensertifikatan Tanah Wakaf.
18.

Surat  Difjen ~ Bimas - ‘Islam’ dm ' Urusan Ha]1 .
DI1/5/ HK/ 004/ 2981/1990° tentang Pe]abat yang. Menandatangam
Keputusan - tentang Tim Koordinasi Penertiban = Tanah Wakaf ,
Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya. L

Surat Edaran Dirjen - Bimas Islam dan Urusan = Haji* No.
D/Ed/KU.03.1/03/1990 tentang Penempatan Materai Temple pada

.+ Blanko’ Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak no. 5-.
. 165/pj:5.3/1990 perihal Bea Materal Akta leah Akta Ikrar Wakaf

20.

dan sebagainya. | -

Peraturan Kepala: Badan Pertanahan Nasmnal No. 2 tahun 1992

tentang - Biaya Pendaftaran Tanah kepada Badan Pertanahan

-~ Nasional. v

3, Komplla51 Hukum Islam

Wakaf:. (perwakafan) dalam Kompllam Hukum Islam (KHI)

: dltempatkan pada Buku III yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan
~pasal 228. Sedangkan - pasal 229 merupakan ketentuan penutup yang
o ~mengharuskan para hakim dalam menyelasalkan perkara yang diajukan
~ keépadanya wajib untuk memperhaukan nilai- nilai hukum yang hidup
. dalam masyarakat Mesklpun kehadlran KHI merupakan elaborasi

terhadap PP No. 28 tahun 1977, namun. antam keduanya terdapat

a

'beberapa perbedaan antara lain:

Dalam PP No. 28 tahun 197'7 ob]ek wakaf yang diatur h'myalah

o ‘tanah mlhk berdasarkan pada UUPA, sehmgga objek wakaf menurut
" PP No. 28 tahun 1977 sangat terbatas. Sedangkan dalam KHI, objek
. wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam

PP No. 28 tahun 1977 akan tetapi,. lebih luas dari itu sebagalmana‘

'dlsebutkan dalam pasal 215 ayat (1); wakaf adalah perbuatan hukum

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

. sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-
. lamanya guna kepentmgan ibadat atau- keperluan ‘hukum lainnya
[_;_sesual dengan a]aran Islam, dan ayat (4) benda wakaf adalah segala
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benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang rﬁénﬁﬁld daya | ;
~ “tahan" yang tidak hanya sekali pakai dan bermlal menurut. a]aran e

- agama Islam

b. ' Di sampmg itu KHI juga mengatur tentang lxetentuan-l\.etentuan__}" RO
_yang belum diatur dalam PP No. 28 tahun 1977, ‘misalnya . " < - "
pembatasan jumlah nazir, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang '~ " .-
dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantorlx"f_j:
Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Indonesia .
-Kecamatan dan Camat setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan SR

tugas dan tanggung jawab nazir.

¢. Memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas- kepada Ma]ehsﬁ v

Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan Camat.

Walaupun dalam Inpres No. 1 tahun 1991 telah - dladakan]i”*‘ i
. pengembangan mengenai objek wakaf yang tidak hanya berupa'tanah™ - .
-+ milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977, akan' tetapl"_‘:."-' K
5Inprcs No. 1 tahun 1991 masih dirasakan terdapat kekurangan di sana”’
sini, misalnya belum merinci jenis-jenis benda bergerak apa sa]a yang' -
dapat diwakafkan dan berapa banyak benda mlhknya yang boleh‘_

' dlwakafkan begltu pula dengan hak dan kewa]lban nazir,

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

o “ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf lahu‘ padaibv‘ ‘.,_ e
~ awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana’ wakaf tunai yang digagas: . - B

~oleh Prof. M:A. Mannan (Ekonom berkebangsaan Bangladesh), di mana

_! “:wakaf tunai sebagai instrument finansial (Financial Instrument), keuangan,‘ S

~ “sosial dan perbankan sosial (sosia/ f nance and voluntary sector bank.zng) tahun . -

¢ 1995, Wacana tentang wakaf tunai ini kemudian membuahkan' mlslauf Lo

» dard Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk |

‘kemudian mengirim’ surat bermomor: Dt. III/5/BA.03. 2/2722/2002- FEE

tertanggal 26" April 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia’ (MUI)™*

-, ~mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang, Pada tanggal 28 Shafar'i = '

1 1423'H/11 Mei 2002 M. keluarlah fatwa MUI tentang wakaf vang yang' =

Lo dltandatangam oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma’ruf Amin’dan sekretaris

.+ Komisi Fatwa Hasanudin, dengan isi fatwa antara lain: wakaf uang 3
" hukumnya jawag (boleh). 1 Kemudian disusul dengan Keputusan Fatwa e

Ma]ehs Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Tahun 2005

tentang Perhndungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalarn salah'f B

-satu diktum . keputusannya dinyatakan bahwa HKI dapat dljadlkan s

i sebagai obyek akad (al-ma'qid ‘alaib), baik akad mu awaa’a/) (pertukaran

* komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

. Pasca lahlrnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan
- " wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landasan S
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. ‘hukum - keagamaan bahkan - ‘dalam . tataran hngkaran blrokram

| ;kepemermtahan Dlrektorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI

Ide pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama RI secara
- langsung -kepada Presiden Megawau Soekamoputn melalui ‘surat No.
MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002.” Usul pembentukan BWI

~ Menteri Agama RI kepada Presiden berbuah usulan _dari - Sekretariat

Negara agar Depag RI mengirim surat izin' prakarsa untuk menyusun
_draft- Rancangan Undang-Undang - (RUU) ' tentang - Wakaf.: Masukan

- ¢ tefsebut kemudian direspon oleh Departemen-Agama ‘dengan mengirim

. surat kepada Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia  dengan No.

- - MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 perlhal izin prakarsa RUU
" Perwakafan, di mana di dalamnya dmyatakan perlunya penyempurnaan

peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang belaku selama ini.”
~+ Di tengah penantian izin  prakarsa penyusunan Rancangan
Undang-undang tentang. Wakaf, maka pada tanggal :7 Maret . 2003,
Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI
dngan No B.16 yang bersifat segera, perihal Persetu)uan Prakarsa
: Penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat tersebut, pihak Sekretariat
Negara' yang dltandatangam Bambang Kesowo sangat mengharapkan

agar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf. supaya selalu,

dikoordinasikan - dengan Departemen/Instansi terkait sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 188 - Tahun 1998  tentang Cara
Memper51apkan Rancangan Undang undang. *"" Dengan berrnodalkan
surat’ Menteri Sekretaris Negara Bambang - Kesowo ‘maka. Direktorat _
~ Zakat dan Wakaf menidak lanjutinya dengan menyusun dan menylapkan
. naskah akademik sebaga1 landasan permklran dalam penyusunan RUU
. tentang Wakaf.

: Setelah lahirnya naskah akadermk yang dlsusun oleh Dr. Uswatun
Hasanah: (pakar perwakafan =~ dari - Umversnas Indonesia) yang
menggambarkan begitu pentingnya’ kehaduan Undang-undang Wakaf,
maka disusunlah draft awal Rancangan Undang- undang tentang Wakaf
oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, ¢/q Sub, Dlrektorat ;
Pengembangan Wakaf. # Untuk- memperoleh ‘masukan yang lebih.
banyak serta dalam upaya untuk menyempumakan draft' RUU Wakaf,
maka pada tanggal 6 Maret 2003 ‘bertempat - di Operanon Room
Departemen Agama diadakan - pertemuan ulama pakar/ tokoh, . dan
* ormas Islam guna membahas. draft RUU tersebut, .

_ Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan di
tmgkat Tim Peryusunan RUU - tentang Wakaf,- maka RUU. tersebut
- dikirim ‘ ke Presiden Republik Indonesia (Megawau Soekarnoputn)
dengan surat pengantar Nomor MA/ 180/2004 tanggal 18 Juni 2003
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untuk tahap pertama, dan Nomor MA/02/2004 tertanggal- 5 ]énuéri SRR

2004 untuk -tahap kedua. Pengiriman RUU kepada Presiden RI ini
sebagai langkah untuk digodok dan diolah lebih dalam, oleh Sekxetanat

Negara dengan mengundang beberapa departemen terkait dan unsur

Ormas Islam sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)..

Setelah semua konsep RUU Wakaf dirumuskan ulang, kemudlan R

dikirimkan kembali kepada Presiden RI, yang untuk selanjutnya Presiden

‘menyampaikan RUU tersebut kepada Dewan perwakilan Rakyat dengan R

suratnya Nomor R.16/PU/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 petihal RUU:

tentang Wakaf untuk dibahas dalam sidang-sidang DPR. ® = Dalam ‘-

. tempo kurang dari 4 (empat) bulan sejak diajukannya RUU, tentangf,: R
Wakaf, DPR telah dapat merampungkan pembahasan RUU tersebut- .. . .-
. yang selanjutnya disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004; atau seminggu = < "%

setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik oleh MPR, RUU

" tentang wakaf diundangkan menjadi UU RI No. 41 tahun 2004 tentang -

wakaf dan.dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No -159,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4459

jlka 'dibandingkan dengan beberapa’ peraturan perunda.ng-_

undangan ‘tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat bebetapa hal baru
sebagai pengembangan dari  peraturan perundang undangan o
pendahulunya. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah ‘nazir
(baik persyaratan tugas,maupun imbalan yang akan diperolehnya), harta” -

- benda yang diwakafkan (wangif), dan peruntukkan harta wakaf (maungf
“%laib). Di sampmg itu, dalam Undang-undang ini- mengharuskan adanya :
‘sebuah badan yang berupaya memajukan dan mengembangkan' :

- perwakafan nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tugas

‘dan wewenang melakukan pembinaan terhadap nazir dalam rnengelola

dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan pengelolaan dan e

pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
‘memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan

status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir;

mernbenkan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan

"*  saran dan  pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan

~di bldang perwakafan (pasal 49 ayat (1) UU No. 41 ‘Tahun 2004).

Berkenaan dengan masalah nazir, karena dalam undang undang ini (pasal - - g
16) yang dikelola bukan hanya benda tidak bergerak lazimnya wakaf =
sekarang ini, tetapi juga mengelola benda wakaf yang bergerak seperti ©*

: j_ -uang, . logam ‘mulia, surat berharga, kendaraan, hak’ atas kekayaan" L

‘intelekrual, hak sewa dan lain-lain, maka keidealan seorang nazupun“_
_ dltuntut untuk dapat mengelola benda-benda tersebut.
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Paiing' tidak, Undang—undang Qakaf Cint merupakan

penyempurnaan dan beberapa peraturan perundang undangan wakaf

yang. sudah “ada’ dengan ‘menambah " hal-hal baru: sebagal upaya
~ pemberdayaan: wakaf secara’ produktlf dan professmnal atau bahkan
~ substansi dari undang-undang wakaf berupaya untuk: - ‘

1) Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf

2) Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf;

3) Melindungi dan’ memberikan ‘rasa’ aman - bagi waklf nazhir ‘baik
" kelompok orang, organisasi maupun badan hukum;

4) . Sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung ]awab bagi
- para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf;

-~ 5). Sebagai koridor kebijakan ~publik “dalam rangka advokasx dan
"+ penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. :
6) - Mendorong optlmahsa51 pengelolaan dan pengembangan wakaf

Bila ‘mencermati pen]elasan umum undang-undang Nomor 41
’Tahun 2004, pahng tidak ada 2 (dua) alasan yang menjadikan motivator
bagi lahlrnya undang-undang tersebut yaitu, perfama, bahwa tujuan
: Negara Kesatuan chubhk Indonesia adalah memajukan ‘kesejahteraan
umum.  Untuk” mencapai _fujuan: tersebut - petlu - menggali - dan
' ‘mengembangkan potensi yang terdapat dalam ‘pranata keagamaan yang
- memiliki manfaat ekonomi. ' Di antara' langkah strategis . untuk
mcmngkatkan ‘ kesc;ahteraan - umum, * dipandang  perlu - untuk
“meningkatkan peran wakaf scbagal pranata keagamaan yang tidak hanya
bertu]uan ‘menyediakan berbagal sarana ibadah dan" sosial, tetapi juga-
memiliki  kekuatan ekonomi yang berpotensl ‘antara’ lain’ untuk
‘memajukan kesejahteraan umum. Kedwa, praktik wakaf yang berjalan di
tengah- tengah masyarakat sekarang ini masih belum sepenuhnya berjalan
tertib dan efisien, sehingga dalam berbaga1 kasus harta benda wakaf tidak
‘terpehhara dengan baik sebagaimana mestinya, bahkan tidak sedikit yang
beralih ke tangan pihak ketiga- dengan cara melawan  hukum.
Keterlantaran dan beralihnya harta benda wakaf ke tangan pihak ketlga
antara lain diakibatkan karena kelalaian atau. ketidak mampuan naiir
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Di samping
 itu, juga sikap masyarakat byang kurang peduli atau belum ‘'memahami

. status harta benda ‘wakaf yang seharusnya dilindurigi- demi untuk

Kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
E ~ Tujuan, dan pembentukan - Undang-undang. Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf  sebagaimana dJungkapkan dalam alinea ‘keempat
'pen]elasan undang—undang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan
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. pen]abaran dalam rangka pelaksanaan Undang undang Nomor 41 Tahun : |
L2004 tentang Wakaf yang betisi tentang Ketentuan Umum, Nadzit; ,Jenis'
' Harta Benda Wakaf, Akta Tkrar Wakaf dan’ Pe]abat Pembuat Akta Tkrar'

. Wakaf, Tata cata pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda' Wakaf,

T " Pengelolaan’ dan Pengembangan, Penukaran : nHarta * Benda - Wakaf,

.Bantuan Pembiayaan = Badan - Wakaf Indonesia, Pembmaan dan
o Pengawasan ‘Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. -
- Dengan - hadirnya perundang-undangan tentang,wakaf, baik -
‘Undang-undang  maupun Peraturan - Pemetintah - ‘yang  bersifat
komprehensip- dan . memiliki semangat pemberdayaan benda-benda

~wakaf secara produktif, diharapkan dapat' memajukan kesejahteraan

-umum, -sebagaimana tertuang dalam konsiderans Undang-undang dan
Penjelasannya, sehingga harta benda wakaf baik yang bergerak maupun

- . tidak bergerak  dapat . dikelola secara efektif, efisien dan akuntebel.

Mengingat harta benda wakaf yang ‘tidak bergerak saja yang dapat
direkam oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan-Wakaf cukup luas. Di
- mana  berdasarkan data terakhir yang thunpun dan tercatat pada
- Direktorat berdayaan Zakat dan- Wakaf Departemen Agama Republik
" Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah . tanah wakaf di " Indonesia
mencapai 2.686.536.655,68 meter persegi (268. 653,67 hektar) yang

tersebar di 366.595 lokasi di-seluruh wﬂayah Repubhk Indonesia, jumlah .

ini - setara dengan 2.686,53 kilometer persegi®®. Bila luas tanah wakaf
- tersebut dibandingkan dengan luas negara Smgapura maka hampu
- empat kali lipatnya, di mana luas negara Singapura hanya 672,7 kilometer
persegi, atau bila dlbandmgkan dengan luas Ibu'Kota Negara RI (DKI
- Jakarta), yang luasnya hanya - 650 kllometer perseg1 maka akan -
berbandmg empat kali hpat lebih. S SRR

‘Penutup s ;
Islam, sebagai agama udak hanya berhubungan 1badah dan ‘moral”
- saja, namun ‘Islam wajib untuk menghancurkan: ketimpangan. struktur
sosial yang terjadi saat ini. Islam berkehendak untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Karena di sini, Islam tidak hanya - sebagai

' agama yang sarat dengan nilai' elitis— normauf yang sama sekali tidak

-memiliki - kepedulian -sosial, tetapi Islam" secara - integral merupakan -
- bangunan ‘moral yang berpretensi untuk turut berpart151pa51 dalam . “
" berbagai problem sosial— kemasyarakatan L ‘

' Salah satu pranata keagamaan dalam Tslam adalah Wakaf Wakaf
yang - memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya
pemecahan - masalah—masalah sosial ~ dan’ kemanusman sepem
_pengentasan kemlskman pemngkatan sumber daya manusla dan
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pemberdayaan ekonomi umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya

memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.
Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero’

' dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara Indonesia,”

wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam e

masuk: ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga- Islam, wakaf telah

- menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam, Ini

karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam “dan
. lembaga—lembaga keagamaan Islam lainnya dlbangun di atas tanah
« wakaf. :
v Sumbangsih tcrwu)udnya wakaf dalam regulasi dan peraturan d1‘
. negeri tidak lain, adalah sumbangsih pemikiran’' anak bangsa yang.

h . memiliki kehendak bahwa wakaf adalah. bertujuan. meningkatkan S

kesejahteraan masyarakat. Pada petjalanannya regulsi wakaf di Indoensia
sudah muncul sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yang selan]mya o
. terbentuklah UU No. 41 tentang Perwakafan pada tahun 2004. . ‘

Catatan akhir;

! Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Ma;ehs Ulama Indoncsm
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